WALIKOTA BANJARBARU

I'ROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH PADA
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG

Menimbang

Mengingat

RETRIBUS1 PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

bahwa sehubungan dengan besaran tarif Retribusi
Pcmakaian Tanah yang dianggap tcrlalu rcndah
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota
Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, maka Tarif Retribusi dalam
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun
2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
perlu disempurnakan dengan memperhatikan indeks
harga dan perkcmbangan perekonomian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan
Atas Besaran Tarif Retribusi Pemakaian Tanah Pada
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun
2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Pcraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2013);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang
Pcmbentukan Kotamadya Daerah Tingkat II
Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3822);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Ncgara (Lembaran Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Dacrah dan Rctribusi Dacrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pcmcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pcrubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesoia Tahun
2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5533):

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 547);



11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9
Tahun 2011 tecntang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor
8 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru
Tahun 2015 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH PADA
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 9
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH

PASAL I
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota

Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Lampiran Huruf A Tarif Retribusi Pemakaian Tanah diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

A. TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH

No. Jenis Pelayanan Tarif (Rp Lama /Masa Sewa
1 2 3 4
Jenis Tanah

Sewa Tanah = 5 % (lima persen) x NJOP x ( Luas yang disewa +

(tinggi tiang x 4 sudut ) x Tahun.

a. NJOP : | Nilai Jual Objek Pajak Tanah Tahun
Terakhir

b [ Luas yang : | Luas tanah yang dipakai

disewakan

c. | Tinggi tiang : | Tinggi tiang/ menara yang akan
dipasang

d. [ Tahun : | Masa sewa dihitung pertahun dengan
jangka waktu sewa paling lama 5 (lima)
tahun dan dapat diperpanjang.

Untuk sewa tanah yang digunakan untuk
rekiame menggunakan formula tarif dengan
rumusan sebagai berikut :

ST= 3,33 %x (Lt x nilai tanah):

St = sewa tanah

Lt = luas tanah (M?)

Nilai Tanah = Nilai Jual harga tanah pada
saat itu.

Perbulan




PASAL H

(1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Daerah Kota
Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah yang mengatur Tarif Retribusi Pemakaian Tanah telah

diadakan perubahan dan penyesuaian.

(2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada t ggal

WAL A BANJARBARU,

H. NAD MI ADHANI
Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal
Plt. SEKRETARIS DAERAH

H. SA ABDULLAH

BERITA AERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 NOMOR
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